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Melnimban'g :

Mengingat

Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2001
TENTANG _
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, -
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka mendukung terselenggaraﬁya tertib administrasi’
pemerintahan dipandang perlu menetapkan kedudukan, rugas, fungsi,

kewenangan, susunan organisasi, dan lata kerja Lembaga Pemerinuh
Non Departemen;

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

[ 2]

Undéng-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemetintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerinah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001,

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA
KERJA LEMBAGA PEMERINTAH N ON DEPARTEMEN.

BABI...
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BAB 1
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KE “i- NANGAN

Bagian Prrt.mm
l\eduduh.m

Pasal 1

(1) Lembaga Pemerintah Non Depanemen dalafm Pemerintahan Nc;__ar.:
Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden inj
dischut LPND adalah lembaga pcmermwh pusat yang dihentuk

untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu darj Presiden.

(2)  L.PND berada di bawah dan bertanggung jaiifab kepada Presiden.

Pasal 2

LPND mempunyai tugas melaksanakan tugas p"mermmhan tertentu darj

Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan pcmndang-undangan yang

berlaku.

Pasal 3
LPND terdiri dari : _
1. Lembaga Administrasi Negaré disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat v&NRI,

Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;

L)

4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dié’ingkat PERPUSNAS:

5. Badan ...



20.

PRESIDEN
REPUBALIK INDONESIA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasionaj dxsmgkat BAPPENAS:

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan disingkat BAPEDAL
Badan Pusat Stansnk disingkat BPS:

Badan Standardisas;i Nasional disingkat BSN;

Badan Pengawas Tem}ga Nuklir disingkat BAPETEN;

Badan Tenaga Nuklir Nasiona] disingkat BATAN:;

Badun Intelijen Negara disingkat BIN;

Lembaga Sandj Negara disingkat LEMSANEG;

Badan Urusan Logistik disingkat BULOG:

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN:
Badun  Koordinasi Survei  dan Pemetaan  Nasional disingkal
BAKOSURTANAL. -
Budan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPK P,
Fembaga Thing Pcngcwhuuﬁ Indunesia disingkat LIP[:

Badun Pengkapan dan Pencrapan Teknulogi disinghat Hppr.
Badan Koordinasi Pesanaman Modal disingkat BRPM:

Itadan Pertanahan Nasional disingkat BPN;

Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat BPOM;

Lembaga Informasi Nasional disingkat LIN;

Lembaga Ketahanan Nasional disingkat LEMHANNAS:

’<)Bndan Pengembangan Kebudayaan dan  Pariwisata disingkat

BP BUDPAR.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Lembaga Administrasi Negara
Pasal 4
LAN mempunyai wgas melaksanakan tugas pémerinlallun di bidung
admimistrusi negara  sesuai dengan Lclcntudn pcmtumn perundang-

und.um.m yabyg berlaku,

Pasal &

Dalazs melahsanakan tugas sehapaimana dlm.nk\ud dalam Pasal 3. LAN

mess clengparakan tungsi :

<o penghian dan penyusunan kebijakan nasional terteniu di bidung

admimistrasi negara;

b pengkajian kinerja kelembagaan dap sumber; daya aparawr dalam

rangha pembangunan administrasi negara dan penzng,k‘nan Kualitas

sumber dava aparatur;

. penghajian dan pengembangan manzjemen kebijakan dan pelayanan

di bidung pembangunan administrasi negara;

Jd. penelnian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomasi

adnnnistrasi negara;

[ 44

pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur

negary;

—_

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan ugas LAN;

g. fasilitasi ..
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§. fasilitasi dan pembinaan lerhadap kegiatan instansi pemerintah . dj
bidang adminisirasi negara

penyelengparaan pembinaan dan pelayanan administrayi umum
hiciniy perencanaan umum, kutuzuusulmun, OTRABIINL  Jap
tattiahsana, kepe Pegawaian, Keuvangan, Lc.trsip:m. hukum, Persandian.

Pericrekapan. dan rumah Langya

Pasal ¢

Dalim menyelenggarakan fungsi sebagaimang dimaksud dalan, Pasal s,
LAN mempunyaj kewenangan -

1o penvusunan rencang nasional secara makrg di bidangnya:

b perumusan kebijakan dj bidangnya unk mendukun

8 pembangunan
seeara imakro;

“helapan sistem informasj dj bidangnya;
. Newenangan  lain sesuai
undangan yang berlaky yailu

1)

dengan ketentuan peraturan  perundang-

Perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan

terientu  dj bidang
administrasj negara;

<) penyusunan Standar dan pedoman penyelenggaraan  dan

Pelaksanaan  pendidikan dan  pelatikan fungsional dap

penjenjangan tertenty serta pemberian akredit

asi dan sertifikas; di
bidangnya.

Bagian ...
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Bagian Ketiga
Arsip Nasional Republik Indonesin

Pasal 7

ANRI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemcnntahan di bidang

kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang -undangan yang
berlaku,

Pasal 8§

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuﬁ dalam Pasal 7, ANR]
menyelenggarakan fungsi :

d.

b.

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dj bidang kearsipan;
koordinasi kegiatan fungsional dalam pe]aksan;%an tugas ANRI;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan ?n.stansi pemerintah di

bidang kearsipan;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan ‘%drninistrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan,p organisasi dan tata

laksana, kepegawaian, keuangan, kears:pan hukum, persandian,

perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dmaksud dalam Pasal 8,

ANRI mempunyai kewenangan :

a. penyusunan rencana nasional secara makro di bf%dangnya'

b. penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mendukung

pernbangunan secara makro;

C. penetapan ...
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C. penetapan sistem informasi di bidangnya'

d. kewenangan lain sesuaj dengan ketc.ntuan peraturan pemndang-
undangan yang berlaku yaiw :

') perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dj bidang
kearsipan;

2) penyelamatan serta pelestarian arsip dan pemanfaatan naskah
sumber arsip.

Bagian Keempat
Badan Kepegawaian Negara

Pasal 10

BKN mempunyaj wgas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

manajemen kepegawaian negara sesuai dengan ketentuan peraturan
erundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
BKN meyelenggarakan fungsi ;

a. pengkajian  dan  penyusunan kebijakan nasiopal di bidang
Kepegawaian:

b. penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan
pelatihan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan pendidikan
dan pelatihan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil;

ia

C. penyelenggaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

. penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dap

mantan pejabat negara;

- Penyelenggaraan administrasi dan sistem iéaformasi kepegawaian - -

negara dan mutasi kepegawaian antar propinsii'

penyelenggaraan  koordinasi penyusunan iaorma standar dan

prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, Lﬁese_;ahteraan, hak dan

.. kewajiban, kedudukan hukum Pegawaj Néigeri Sipil Pusat dan -

1 ]

Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bidang kcpcgfawaian lainnya;

penyelenggaraan bimbingan teknis pe]aks.anaani_ peraturan perundang-

undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerinah;

koordinasi kegiatan fungsional datam pelaksanaan tugas BKN.

. fasxlnam kegialan instansi pemerintah dj bzdang administrasi

kepegawaian;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan aélmimstrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, orgamsa51 dan tata

laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, ! hukum persandian,

perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dxma}zsud dalam Pasal 11,

BKN mempunyai kewenangan :

-

d.

b.

penyusunan rencana nasional secara makro dj bié‘;angnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan

secara makro:

penetapan sistem informasi di bidangnya;

d. pelaksanaan ...
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PUisssanaih mutast kepegawaian angur Propinsi;

Kewenangan  lain

sesual denfan  ketenwuan peraturan perundang-

um..am..m yang berlaku yaiw :

|

3

4} penyelenggaraan administrasi  mutasj

(¥
g

perumusan dan  pelaksanaan kebijakan tertepy  dj bidang

kepegawaian:

penyusunan norma, standar dan prosedur kepegawaian negara
Jun pengendaliannya;

) penyusunan program kepegawaian secara nasijonal sesuai dengan

kebijukan yang ditetapkan Pemerintah;

kepegawaian antar
propinsi, serta perumusan standar dan prosedur merigenai

perencanaan,  pengangkatan, pemindahan, pemberhentian,

penelapan pensiun, gaji, mnjangan, kesejahteraan, hak dan

kewajiban serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;

penyelenggaraan administrasj kepegawaian nasional;

6) perencanaan kebijakan dan pemantauan pemanfaatan pcndxdlkan
dan pelatihan strukrural:
7) pengawasan dan pengendalian norma, standar dan prosedur

kepegawaian.

Bagian Kelima
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Pasal 13

PERPUSNAS mempunyaj tugas relaksanakan tugas pemerintahan di
oidang perpustakaan sesuai

undangan yang berlaku.

dengan ketentan peraturan perundang-

Pansal 14 ...
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Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaﬁ:sud dalam Pasal |3,
PERPIISNAS menyelenggarakan fungs; :

a.

pengkujian  dan  penyusunan kebijakan fhasional di bidang
perpustakaan;

Koordinasi ~ kegiatan  fungsional  dalam | pelaksanaan  wugas
PERPUSNAS; '

lasilitusi dan pembinaan terhadap kegiatan mstansn pemerimah dj

bidung perpustakaan:

penvelenpgaraan pcmbmaan dan pul.wan.m :a]mlm\lm\n umum  di
hidung  perencanaan umom, Ketatausahaan, éurgum\uu din Lt
Levsaiin hepegawaian, Keuangan, kearsipan, © bukum, persanduim

perlenchapan, dan rumah langga

Pasal 18

Dadim menyvelengparakan fungsi sebagaimana d:maksud dalam  Pasul

4. PERPUSNAS mempunyat kewenangan

N

by,

Pendusanan rencana nasional secara makro di bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendélkung pembangunan

seudaria makro;

penclapan sistem informasi di bidangnya;

d. kewenangan ..,
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d. kewenangan lain sesyai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu :

1) perumusan  dan Petaksanaan  kebijakan lertentu  dj bid:ing
perpustakaan;

2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya
hangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dap

pemantaatannya.

Hagiun Keenam

Badun Perencanaan Pembangunan Nasional
Pasal 16

BAPPENAS mempunyai tugas melaksanakan tegas pemerintahan ;i
didang  perencanaan pembangunan nasional sesuaj dengan Ketenuan

perituran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalum anelaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1g¢,

BAPPENAS menyelenggarakan fungsi :

4. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang perencanaan

pembangunan nasional;

b. koordinasi penjabaran Garis-garis Besar Haluan Negara ke dalam

rencanz pembangunan nasional;

c. koordinasi ...
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c. koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber

pemnbiayaan dalam dan luar negeri serta pengalokasian dana unwk
pembuangunan bersama-sama instansi terkait;:

d. penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan ’lBelanja Negara  yang
dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen  Keuangan dan
Memeri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;

¢. hoordinasi - kegiatan fungsional  dalum pelaksumian wygas

HAPPENAS;

Lo Lasicas dan pembinaan terhadap hegiatan instany pemerinaly J

Prdangs perencansan pembangunan nasional:

s

penselengearaan pembian Jan pelayanan. administras: umam Ji
Pilang perencanaun umung, Ketatausaliaan, urgamsast  Jdan
Laiadbabsanu, Kepegawaian, heuangan, kearsipan, hukum, persandian,

perlenghapasn, dan rumah tanppa.

Pasal 18

Dalum menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal

7. BAPPENAS mempunyai kewenangan :
il pcn} usunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan

secara makro;

€. penelapan sistem informasi di bidangnya;

d. kewenangan ...
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d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dj bidang
perencanaan  pembangunan nasional dap penilaian  atas

pelaksanaannya;

2) perumusan kebijakan perencanaan nasional secara makro dan |

memadukan perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah;

3) pencarian  sumber-sumber pembiayaan pembangunan  dj

bidangnya;

4) pengalokasian dana yang diperlukan di bidangnya.

Bagian Ketujuh
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 19 |

BAPEDAL mempunyai tugas melaksanakan tugas’ pemerintahan dj

bidang pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan

beraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
BAPEDAL menyelenggarakan fungsi :

4. pengkajian dan penvusunan kebijakan nasional dj bidang

pengendalian dampak lingkungan:

b. koordinasi ...
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b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksgnaan tugas BAPEDAL:

—_—

¢. fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatari instansi pemerintah di

bidang pengendatian dampak lingkungan;

d. peryelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dj
bidang perencanaan umum, kctatausa?man, organisasi . dan
latalaksana, kepegawaian, keuangan, ikearsipan. persandian,

perlengkapan, dan rumah tangga,

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

BAPEDAL mempunyai kewenangan :

a. penyusunan rencana nasional secara makro dr bidangnya;

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk méndukung pembangunan
secara makro; |

C. penctapan sistem informasi di bidangnya;

d. penctapan persyaratan akreditasi lembaga pe%didikan dan sertifikasi
feringi prut'bsimml/ahli serta persyaratan jabut;n di bic_langnya:

¢ penilaian analisis  mengenai dumpak Iingk;ungun bapi  Kepiatn-
hegran vang potensial berdampak ncguti!'épudu masy arikal luaas
vail alink menyangkut pertahanan Jdan I».can’iun:m. Yang dohaseng
mehput lebib dari sat wilay ah Propinsi, kuﬁiulun Male berlobasy e

wilavab sengheta Jengan NSegata kun, 3 owiluyah laut 3 bowah 12

v elast nul dan berlokas 3t hintas batas negur,

f. kewenangan ...
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sovenangan lain sesual dengan ketentuan peraturan perundany
wisbangan yang berlaky yanu |
Droperumusan dan pelabsanaan ‘hebijukan terteniy di bidang

pengendadian dampak lingkungan;

21 penetapan pedoman pengendalian sumber  daya alam dan

pelestarian fungsi lingkungan;

3) penctapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman

tentang perencanaan lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan
Badan Pusat Statistik

Pasal 22

BPS meumpunyai tugas melaksanakan tugas pernerintahan di bidang

kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-

vang berlaku.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPS

menyelenggarakan fungsi :

a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan

statistik;

b. penyelenggaraan statistik dasar;

¢. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan rugas BPS;

d. fasilitasi ...
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do tasthtast dan pembinian lerthadap kegiitan® instans poemerinull J:

budang hegiatan statistik,

oo pemyelvngearaan pembinaan dan pelayanan’ administrasi umum  Jdi
brdane  perencansan  umum, kctulzlu-iuhi‘aan organisasi  Jan
Bitalaksant, kepegawaian, keuangun, Lcarslpan hukum. persandian,

perlengkapan dan rumal tangga,

Pasal 24

Dalum menyelenggarakan tungsi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal

23. BPS mempunyai kewenangan :
4. penyusunan rencana nasional secara makro di fbidangnya;

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan

secara makro;
C. penetapan sistem informasi di bidangnya;
d. penetapan dan penyelenggaraan statistik nasianal.

€. kewenanoan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu -

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan

statistik;

2) penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Bagian ...
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" Bagian Kesembilan
Badan Standardisag; Nasignal

Pasal 25

BSN mempunyaj tugas melaksanakan tugas pemerintahan dj bidang
Standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaky.

Pasal 2¢

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BSN

menvelenggarakan fungsi :

4 pengkajian dap penyusunan  kebijakan nasional dj bidang
standardisag; nasional;

0. Koordings Kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BN

o fiedliasg dan pembinaan terhadap kegiatan ISansi pemerinah )
Pt stamdardisay masionagl,

J Penyclenggaraun hepiatan herpesama dalam negeri dan mierngsiony
G brdang standardisasi;

voopenmvelengparaan pembinazan dan pelayanay administrasi umum di
Midany perencanaan umun, ketatausahaan, organisasi  dan
Lualaksuna, Repegawaian, keuangun, Keursipan, hukum, persandian,

perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 27 ,.,
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Pasal 27

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dnnaksud dalam Pasal 26,
BSN mempunyai kewenangan

4. penyusunan rencana nasional secara makro éii bidangnya;

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan

secara makro
€. penetapan sistim informasi di bidangnya;

d. kewenangan lain sesuai dengan ketenmah peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu ;

1) perumusan dan pelaksanaan kebuakam tertentu  di  bidang

standardisasi nasjonal;

2) perumusan dan penetapan kebijakan si¢tem akreditasi lembaga

sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratoi“ium;
3) penetapan Standar Nasional Indonesia (SND:
4) pelaksanaan penelitian dan pengembangarﬂdi bidangnya;

5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.

Bagian Kesepuluh
Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Pasal 28

BAPETEN meinpunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dij

bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dcngam ketentuan peraturan

pcrundang -undangan yang berlaku.

Pasal 29 ...



PRESIDEN
REBPUgL K IHLONT S A

9

Pasal 29

Dakam mulaksanakan gas sebagaimang dimaksud dalami Pasyl 28,

BAPETEN menyelengparakan fungsi ;.

R

pengkajisn dan penyusunan kebijukan nasional di bidang pengawasan
tenaga nuklir:

Kourdinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instans; pemerinitah di
bidang pengawasan tenaga nuklir;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umam dj
bidung  perencanaan umum, - ketatausahaan, organisasi dan

tetalaksana, Kepegawaian, Keuangan, kearsipan, hukum, persandian,

perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan fungsi s'ebagaimana dimaksud dalam Pasa] 29,

BAPETEN Mempunyai kewenangan :

a.

b.

Penyusunan rencana nasional seécara makro dj bidangnya:

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan

secara makro;
Penelapan persyaratan akreditasi dap sertifikasi dij bidangnya;

kewenangan laip sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku yai :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertenty  dj bidang

PEngawasan lenaga nuklir;

2) perumusan ...
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= peruniusan kebijakan pengawasan pemanfaatan teknologi tinggi
yang strategis di bidangnya;

3) penctapan pedoman pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;

4 penjuminan kesejahieraan,  keamanan,  dan ketenteraman

masyvarakat dari bahaya nuklir; '

S penjaminan Keselamatan dan kesehatar pekerja dan anggota

masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup dari bahaya

nuklir;

¢y pencegahan  terjadinya  perubahan tujuén pemanfaatan bahan

nuklir,

Bagian Kesebelas

Badan Tenaga Nuklir Nasional
Pasal 31

BATAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,

BATAN menyelenggarakan fungsi :

a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasion:_i] di bidang penelitian,

pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir;

b. koordinasi ...
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koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaaﬁ.tugas BATAN;

fasilitasi dan pembinaan térhadap kegiatan instansi pemerintah di

bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir; B

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang  perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawatan, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,

perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,

BATAN mempunyai kewenangan :

a.

b.

penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya unmk mendukung pembangunan

secara makro;

Kewenangan lain sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu :

Iy perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam program penelitian
dasar dan terapan, pengembanpan teknologi dan energi nuklir,
Peneembangan teknolegi daur bahan nuklir dan rekavasa serta
peidayagunaan hasil penclitian dan pengembangan,  Jdan
pemasyarakatan thnu pengetahuan dan teknologi nukhr,

- penctapan pedoman penggunaan nuklir dan pengrunsan enaga

nukiir.

Bagian ...
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Bagian Keduabelas
Badan Intelijen Negara

Pasal 34

BIN mempunyai tugas melaksanakan tugas ﬁemcrintahan di bidang

intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang

Jberlaku

Pasal 35

Dalam meluaksanakan tugas sebagaimana dimaksti:d dalam Pasal 34, BIN

menyeienggarakan fungsi :

d.

b.

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasiona; di bidang intelijen;

penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk

menentukan kebijakan pemerintah:
perencanaan dan pelaksanaan operasi intelijendi bidangnya;
koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BIN;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegxatan lnstans: pemerintah di

htdang intelijen;

peayelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang  perencanaan umum, ketatausahaun, organisasi - dan
titalahsana, Kepepawaian, heuangun, Keirsipan, hukum, persamban,

petlenghapan, dan rumah wngga.

Pasul W,
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Pasal 36

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal.35.
BIN mempunyai kewenangan :

4. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan

secara makro.

€. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan vang berlaku yaitu :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertenty di bidang
" inelijen;

2) pengaturan Sistemn Intelijen Nasional dan sistem pengamanan

pimpinan nasional di bidang intelijen.

Bagian Ketigabelas

Lembaga Sandi Negara
Pasal 37

LEMSANEG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
hidung  persandian  sesuaj dengan  ketentuan peraturan  perundang-

undimygan ving berlake.

Pasal 38 .
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Pasal 38
Dalam

LEMSANEG menyelenggarakan fungsi :

S penghaian dan penyusunan Kebijukan nusional di bidang persandian:
b hoordiiasi Kegiatan fungsional  dulany pelaksanaan e
L F MSANEG: |

oo bty dan pembinaan wrhadap hegintan: instanst pemeringah J.

kg persandian,

dopemselenggaraan pembingan dan pelayanan adminmistrast umuam Jy

butang  perencanaan umum, ketatausabaan,  organisasi dan
tutabahsana, Kepegawaian, Keuangan, kearsiphn, hukum, persundian,
perlenghapan, dan rumah Langga,

Pasal 39

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,
LEMSANEG mempunyai kKewenangan : '

d. penyusunsn rencana nasional secara makro di bidangnya;

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mehdukung pembangunan
secaria makro;

t. penciapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi

tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;

d. kewenangan ...

melaksanakan tugas scbé’gaimana dimaksud dalam Pasal -37;”
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d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu :

1) perumusan  dan pelaksanaan kebijakan tertentu  di bidang

persandian;

=) pengaturan dan penyelenpgaraan Sistem Sandi Negara meliputi
hidung sumber daya manusia, perangkal lunak dan keras

persundian, serta jaringan komunikasi persandian,

Bagian heempatbelas

| ‘Bndun Urusan Logistik
Pasal 40
BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemenntahan di bidang

manajemen logistik  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 41

Dalwm melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,

BULOG menyelenggarakan fungsi :

a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen
logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras

serta pengendalian harga beras;

b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG:

¢. fasilitasi .,
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¢. fusilitasi dan pembinaan terhadap | kegiatan; instansi pemerintah dj
bidung manajemen logistik pengadaan, pené‘elolaan persediaan, dan .

distribusi beras serta pengendalian harga beréis;

d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayan.m administrasi umum di
| bidang perencanaan umum, ketatausahaan organisasi dan

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsxpan hukum, persanduan

periengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 42

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4[

BULOG mempunyai kewenangan ;
4. penyusunan rencana nasional secara makro dn“bldangnya

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk rneﬂdukung pembangunan’

secara makro;

¢. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan -f:peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu :

) perumusan dan pelaksanaan kebijakan? tertentu  di bidang

manijemen logistik, pengadaan, pengelfiolaan persediaan, dan

distribusi beras serta pengendalian harga béras-

2} perumusan nporma dan pengadaan, pcngclolaan dan distribusi

beras.

Bagian .
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Bagian Kelimabelas
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Pasal 43

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dj bidang

keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuap

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 44

Dalam melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 43,
BKKBN menyelenggarakan fungsi :

3.

pengkajian dan penvusunan kebijakan nasional dj bidang keluarga

berencana dan keluarga sejahtera;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegialan instansi pemerintah,

swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat dan masyarakat

di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera:

penyelenggaraan pembinaan dan Pelayanan administras; umum dj

bidanyg perencanaan  umum, kctatausahaan, organisasi  dan

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,
perlengkapan, dan rumah langga,

Pasal 45,
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Pasal 45

Dalam menyelengparakan fungsi sebagaimana%dimaksud dalam  Pasal

+4. BKKBN mempunyai kewenangan :

-

Lo pemusunan rencana nasional secara makro di bidangnya,

b perumusan hebijakan di hidangnya untuk liu:udukung pembanguna,

SCCih tthrao;

Cooperomusan Kebpakan pengendahuan angha kelahiran dan penurunar.

stk hematian ibu, bayvi dan anak,
o penctapan sistim informasi di bidangnya.

¢. kewenangan lain sesuai denpan kctcnlum peraturan  perundang-

undingan yang  berfaku yaitu ¢

I pcrumux.m dan pelaksanaan l\ehzjakdn lementu di bidang keluarga

herencana dan keluarga sejahtera;

2y perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.

Bagian Keenambelas

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Pasal 46

LAPAN mempunyai tugas melaksanakan rugas ?:‘pemcrimahan di bidang
penclitian dan pengembangan kedirgantaraan dar'g- pemanfaatannya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47 ...
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimang dimaksug dalam Pasy 46,
LAPAN menyelengparakan fungsi -

4. pengkajian dan Penyusunan kebijukyy, nasional dj hidang peng

litian
dan Pengembangyn kcdirgunmruun dan pcmunl’aalunnyuf
b hoordimasg hegiaan Tungsional dalym Pelaksangan ugas LAPAN,
v Pemaniaugg, Peimberiap brmbingar, dant pembingan, terhadap Keguitay,

TINRTT pemerinag |, bidany Lcdugunluruan dan pz:mam;_n;sl;mn) 1.
J Petdelengparaan pembinaan gyy pelayanay adminisiryy; uwnum (j

bidang Perencanaan Umum, kc:u:auxahaan, urganisasi - gan

Letlisksan, kcpcgawuian. Keuangan, kearsipan, hukum, persandian,

perlengkapan, dan rumah angga,

Pasal 4§

Dalam menyelenggarakan fungsj sebagaimang dimaksud dalam Pasga| 47,
LAPAN menpunyaj kewenangan :

1. Penyusunan rencang nasional secarg makro dj bidangnys:

b. perumusan kebijakan dj bidangnya untuk mendukung Pembangunan
S¢cara makro:

€. penetapan sisterp informasi dj bidangnya;

d. kewenangan
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kewenangan lain sesuai dengan ketentuan; peraniran perundang-

undangan yang berlaku yaitu :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakaﬁ; tertentu  di  bidang

penelitian dan  pengembangan 'ikedirgantaraan dan

pemanfaatannya.

2) penginderaan/pemotretan jarak jauh dan pembenan rekomendasi

perizinan orbit satelit.

Bagian Ketujuhbelas

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Naséonal

Pasal 49

BAKOSURTANAL mempunyai tugas melaksanaléan tugas pemerintahan

di bidang survei dan pemetaan sesuai dengm ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagatmana dimakéud dalam Pasal 49,

BAKOSURTANAL menyelenggarakan fungsi :

il

[N

pengkajizn dan penyusunan kebijakan hasional di bidang survei dan

pemetaan;
pembingan infrastruktur data spasial nasional:

bewdinast hegiatan fungsional dalam Cpelahsanaan s

BAKOSURTANAL,

d pemantauar,
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pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan

instansi pemerintah di bidang survej dan pemetaan nasional;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang  perencanaan umum. ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksanz, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,

perlengkapan, dan rumah tangga. ..

Pasal 51

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagalmana dimaksud daldm Pasal 50,
BAKOSURTANAL mempunyai kewcnangdn

a.

b.

(o

penyusunan-rencana nasional secara makro dj bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan

secara makro;
penetapan sistem informasi di bidangnya;

kewenangan lain sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu
I) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang survei
din pemetaan;

2) penetapan pedoman dan pemetaan dasar nasional,

Bupian
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Bagian Kedelapanbelas

Badan Pengawasan Keuanpan dan Pembangunan

Pasal 582

Penzastasan keuangan dan pembangunan sesuad dengan ketentean,

peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 53

Dakany melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352,

BPRP menyelenggarakan fungsi :

oL

b,

pengkajin dan penyusunan kebijakan nasmna? di bidang pengawasan

Keuangan dan pembangunan;

perumusan  dan  pelaksanaan kebijakan d1 bidang pengawasan

keuangan dan pembangunan;
Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksansan tugas BPKP;

pemantauan, pemberian bimbingan dan pembihaan Lérhadap kegiatan

pengawasan keuangan dan pembangunan;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di
bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,

periengkapan dan rumah tangga.

Pasal 54 ...

ubany



D

FRESIDEN,
REFPUBLIK INDONESIA

- KX! -

Pasal 54

alum menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dakun Pasal 33,

BPKP niempunyai Kewenangan :

I,

Ul

Peayusunan rencana nasional secara makro di hidangnya,

perumusan kebijukan di bidsngovs uniui mendubung pesmbarn 2,
secare makro;

penctapan sistem informasi di bidangnya;

pembimaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi - daerah
yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahun,
dan supervisi di bidangny;

Penciapan persyaratan akreditasi jembaga pendidikan dan sertifikasi
tenagy profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu :

1) memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempar-

tempat penimbunan, dan sebagainya;

2)  meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku
perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan
sejenisnya, hasil survej laporan-laporan pengelolaan, dan surat-

surat lainnya yang diperlukan dalam ‘pengawasan;

3) pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan

lain-lain;

4) meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan,
baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan

Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.

Bagian ...
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Bagian Kesembila:helas :
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Pasal 55

melaksanakan tugas fpemcrimahan di bidang

benelitian  ilmu  pengetahuan  sesuaj dengan ketentuan peraturan
; perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksﬁd dalam. Pasal 55, LIP]

menyelenggarakan fungsi :

a,

yz

pengkajian dan pcnyusunan kebijakan naszoréal di bidang penelitian

ilmu pengetahuan;

penyelenpgaraan riset keilmuan yang bersifat dasar;

, _
penyelenggaraan riset inter dan mulii disiplin terfokus;

peinantauan, evaluasi kemajuan dan penelaahan kecenderungan ilmu

pengetashuan dan teknologi;
Koordinasi kegiatan fungsional dalam pcluksunﬁian tugas LIPI;

Lsilitasi dan pembinaan terhadap ku.ml.m msmnsn pemerimah G

bidung penelitian ilmu pengetahuan:

pemyelenggearagn pembinaan Jun pelavanan adminstiasy umen o

Midang  perencanzan umum, kg'l.ll’lus;tll;l;ill AL XD LWL B RTE
Latulaksang, kepegawaian, keuzngan, kwrslp.m hukum, persandian,

perlengkapan dan rumah tngga.

Pasal 87 ...
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Pasal 57
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagairnana dimaksud dia-lam Pasal
56, LIP] mempunyai-kewenangan :
2. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan

secara makro;
€. penetapan sistem informasi di bidangnya;

d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peratran perundang-

undangan yang berlaku yaitu :

) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang

. penelitian ilmu pengetahuan:
penetapan pedoman dan penyelenggaraan riset ilmu pengetalinan
dasar; |
B penctapan pedoman  etika  imial, kedudukan dan Kriteriy
Kelembagaan ilmish; "
4v pemberian izin peneliti asing.;

M1 pemegang kewenangan ilimiah dalam keanekaragaman hayati.

Bagian Keduapuiuh
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Pasal 58

BPPT mempunyaj tugas melaksanakan tugas pemerintzhan di bidang

pengkajian dan penerapan teknologi sesuaj df:ngan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59 ...
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Pasal 59

BPPT menyelenggarakan fungsi

.

pengkijian dan penyusunan kebuakan nasxornl d1 bidang pengkajian

dan penerapan teknologi;

koordinasi kcgiatan fungsional dalam pe]aksaﬁiaan tugas BPPT;

- Ptmantauan, pembinaan dan pelayanan tcrh&dap kegiatan instansi

pemerintah dan swasta di bidang pengkajian d"m penerapan teknologi

dalam rangka inovasi, difusi, dan p»ngembangan kapasitas, serta

pembinaan alih teknologi;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan édminjstrasi umum di
bidang perencanaan  umum, ketatausahaan, organisasi dan

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsrpaﬂ hukum, persandian,

perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 60

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dirriiaksud dalam  Pasal

59, BPPT mempunyai kewenangan :

a.

b.

c.

penyusunan rencana nasional secara makro dj bidangnya'

perumusan kebijakan di bidangnya untuk menéukung pembangunan

secara makro;
penetapan sistem informasi di bidangnya;

d. kewenangan ...
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d. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu :

1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertenty dj bidang

pengkajian dan penerapan teknologi;

2) pemnberian rekomendasj penerapan teknologi dan melaksanakan
audit teknologi.

Bagian Keduapuluhsatu
Badan Koordinasi Penanaman Moda]

Pasal 61

BKPM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dij bidang

penanaman modal  sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaky.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksyd dalam  Pasal 61,
BKPM menyelenggarakan fungsi :

‘.. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang penanaman

modal:

b. koordinasi gan pelaksanaan promosi pPenanaman moda;

v hoordinasi hegiatan fungsional dalam pelaksanaan wygay BKPM:

do faniitasi dan pembinzan terhadap Kegiatan instansi pemerintah i
Pidang penanaman modal,

€. penyelenggaraan ...
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o

- penyelenggaraan pembinaan dan pclayanan admxmstrasn umum dj
bidang  perencanaan umum, kclatausah:aan organisasi  dan
Ltataksana, kepegawaian, keuangan, kwrsm..m hukum, persandian ;-

perlengkapan, dan rumah tangga,

Pasal 63

Dalam menyelengparakan fungsi SLhdj_.,alllldnd dl“naksud d.JI.Jm Pasal 62,
BRPN mempunyai kewenangan : '
{4 penyusunan rencana nasional secara makro di"bidangnyn;
b. perumusan kebijukan di bidangnya untuk meiﬁndukung»pembangunan

secara makro;
C. penctapan sistem informasi dj bidangnya;
d. pemberian izin dan pengendalian penanam:m modal untuk usaha

berteknologi - strategis yang mempunyal derawat kecanggihan tinggi

dan berisiko tinggi dalam penerapannya;

¢. kewenangan lain sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang-
unduangan yang berlaku yaitu perumusan dampeiaksanaan kebijakan

tertentu di bidang penanaman modal.

Bagian Keduapuluhdua
Badan Pertanahan Nasional

Pasal 64

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pe}inerimahan di bidang
pertanzhan sesuai dengan ketentuan peraturan peré.mdang-undangan yang
berlaku, '

Pasal 65 ...
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Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, BPN

menyelenggarakan fungsi :

a.

b.

pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dj bidang pertanahan;

perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan

pemberdayaan masyarakat dj bidang perranahan serta permnbuatan peta

dasar pendaftaran tanah;

fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan dj bidang pertanahan dan

pengembangan Sistemn Informasi Pertanahan;

perumusan dan penetapan kebijakan dan pengembangan sumber daya
pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-fenaga
pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana
kerja teknis pertanahan;

koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPN:

pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan
instansi pemerintah di bidang administrasi pertanahan;

penvelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum d;
bidang  perencanaan umum,  ketatausahaan, organisasi  dan

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,

periengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 66

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65,
BPN mempunyai kewenangan :

4. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

B

b. perumusan ...
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+ Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mcndukung pembangunan

secara makro;
penetapan sistem informasi di bidangnya;

Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pﬁndxdlkan dan sertifikas;
tenaga profesional/ahli serta persyaratan ;abaéu:an di bidangnya;

penetapan Kerangka Dasar Kadastral Naiuonal dan pelaksanaan

pengukuran Kerangka Dasar Kadastral Orde E{ dan II;

penciapan  standar  administrasi pertanaham dan pedoman biaya

pelayanan pertanahan;

kewenangan lain sesuai dengan kelentuan - peraturan  perundang-

i)

undangan yang berlaku yaitu :

t) perumusan  dan  pelaksanaan kebijukan tertentu (i bidang
pertanshan; -
3
=! perumusan standar - penyediaan peruntukan, penggunaan,
Pemantugtan dun pemeliharaan mnui"j;f SrIld  pengawasan
pelaksanaannya;
Soperumussn standar tatataksang pelayanan gpermndh.m alat bukti

pemilikan dan penguasaan hak atas tanah;

+) penctapan kriteria tata guna tanah dalam rd:agka perubahan fungsi

ruang kawasan.

Bagian ...
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Bagian Keduapuluhtiga
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 67
BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di-bidang

tngawasan obat din makanan sesyaj dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68
Dalam melaksanakan lgas s:.h.q..ntnun.x dimaksud dalum Pasal 07,

BPOM HIL‘I'I\CiL'IILL.J!'JkJH fungsi ;

4o penghajian dun penyusunan kebtjekan nasional di bidung pengawasun
vhat duan makanan:

b. pelaksanaan kebijakan terteny dj bidang pengawasun obut dan

mitkanan;
. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM:

d. pemantsuan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan

mstansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan

makanan;

. penyelenggaraan pembinzan dan peiayanan administrasi umum di
bidang  perencanaan umum,  ketatausahaan, organisasi  dan

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,

perlengkapan dan rumah langpa.

Pasal 69 ...
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Pasal 69

BPOM mempunyai kewenangan

a.

-b.

penyusunan rencana nasional secara makro dif‘bidangnya;

perumusan kebijakan di bidangnya untuk me,ndukung pembangunan
secara makro;

penetapan sistem informasi di bidangnya;

benelapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif)
tertentu  untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan

peredaran obat dan makanan;

pemberian izin dan pengawasan peredaran ﬁbat serta pengawasan

industri farmasi:

penelapan pedoman penggunaan konservas:, pengembangan dan

pengawasan tanaman obat.

Bagian Keduapuluhempat
Lembaga Informasi Nasional

Pasal 70

LIN menmpunyai tugas melaksanakan tugas pezﬁerintahan di bidang

pelayanan  informasi  nasional  sesuaj dengan ketentuan peraturan

perundiang-undangan yang berlaku.

Pasal 71 ...
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Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dajam Pasal 70, LIN

menyelenggarakan fungsi :

a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dj bidang informasi

nasional;

b. pengkajian  dan pengembangan  sistem informasi . dalam

penyelenggaraan pemerintahan;
¢. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LIN:

d. fasilitasi arus informas; antar lembaga dalam penyelenggaraan

pemerintahan;

€. penyediaan dan penyebaran informasi tentang kebijakan nasional dan

penyaluran umpan balik masyarakat;

f. pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua

unsur di lingkungan LIN;

8- penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dj
bidang  perencanaan umum,  Ketatausahaan, organisasi  dap
tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian,

perlengkapan dan rumah langga.

Pasal 72

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasaj 71,

LIN mempunyaj kewenangpan ;
4. penyusunan rencana nasional secarg makro di bidangnya;

b. perumusan kebijakan di bidangnya uniuk mendukung pembangunan

secari makro:

Coopenelapan sistem informasi Ji bidangnya.

Bagian ..,
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Bagian Keduapuluhlima
Lembaga Ketahanan Nasional

Pasal 73

LEMHANNAS mempunyai tugas melaksanakm tugas pemerintahan dj

bidang pengkajian dan pendidikan strategik keﬁahanan nasional sesuaij

-dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 73,
LEMHANNAS menyelenggarakan fungsi :

a.

o

pengkajian strategis mengenai berbagai permasalahan nasional dan

internasional:

- pengkajian secara berlanjut mengenai Pancasil?a sebagai dasar negara

serta pengembangan, pemantapan, dan pemasyarakatan wawasan

iusantara dan ketahanan nasional;

penyiapan kadér-kader pemimpin tingkat nasioréal;

. koordinasi kegiatan fungsional  dalam 1;' pcléksanaan tugas

LEMHANNAS;

. peluksanaan evaluasi dan pengemban_gan bfmbagai hasil kajian

strategis dan pemantapan kader pimpinan bangsa;

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrusi umung di
Midung  perencanaan umum, kc:ulauwahaaﬂ organisasi - dan
Latalaksana, kepegawaian, kewangun, kcdmp.m hukum persandian,

perlengkapan dan rumah tangga,

Pasal 75 ...
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Pasal 75

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74,
LEMHANNAS mempunyai kewenangan :

4. penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;

b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro.

Bagian Keduapuluhenam
Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 76

BP BUDPAR mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di

bidany pengembangan kebudayaan dan pariwisata sesuaj

dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 77
Dalum  melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.

BP BUDPAR menyelenggarakan fungsi :

@ pengkajian,  penyusunan dan pelaksanaun kebijukan nasional  di
hidang pengembangan kebudayaun dan pariwisata;

b hoordinasi

BUDPAR:

Kegiatan  fungsional  dalam pelaksanaan tugas BP

Tusilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan

masyarakal di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;

d. pengawasan ...
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Pengawasan  fungsional tcrhadap pclaksamaan ugas dan fungsi
»emua unsur di lingkungan BP BUDPAR :

penyelenggaraan pembinaan dan pclayanarfa administrasi umum dj

bidang perencanaan umum, ketalausah'laﬁ organisasi

laksana, kepegawaian, keuangan, kcraSIpan,

dan tata

hukum, persandian,
perlengkapan dan rumah tangga. )

Pasal 78

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 77,
BP BUDPAR mempunyai kewenangan :

d.

b.

penyusunan rencana nasional secara makro di"bidangnya'

perumusan kcbuakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan
secara makro

pembinaan dan pengawasan atag penyelengégﬁaraan otonomi daerah
yang meliputi pemberian bimbingan, pelatihan; arahan, dan supervisi.
di bidangnya; ‘

penetapan persyaratan administrasi Lembéiga Pendidikan dan

sertifikasi tenaga  profesional/ahlj serta pérsyaratan Jjabatan di
bidangnya;

pemanfaatan hasil penelitian arkeolngi nasional serta pengelolaan
museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan-naskah sumber arsip,

dan monumen yang diakui secara internasional;’

penetapan  kriteria penentuan dan perubahan  fungsi ruang

kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata méang di bidangnya;

g. penetapan ...
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& penctapan standar pemberian izin oleh daerah di bidangnya;
h. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa dibidangnya;

i. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yaitu :

1) panlapan standar dan norma sarana dan jasa kebudayaan dan

kepa nw1sataan

2) pengembangan informasi dan promosi di bidang kebudayaan dan’

pariwisata;

3) pelaksanaan kerjasama dan bantuan teknik luar negeri di bidang

kebudayaan dan pariwisata;

4) fasilitasi pelaksanaan sensor film dan rekaman video komersial.

BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum
Pasal 79
LPND terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
¢. Deputi;

d  Unit Pengawasan.

Bagian ...
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Bagian Kedua™
Kepala

Pasal 80

Kepala adalah pemimpin LPND. -

. Pasal 81
Kepala mempunyai tugas :
a. memimpin LPND sesuai dengan ketentuai:; peraturan perundang-
undangan yang berlaku; |

b. menyiapkan kebijakan nasxonal dan kebuakqn umum sesuai dengan
tugas LPND; ‘

¢. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas LPND yang menjadi

langgung jawabnya

d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan

organisasi lain.

Pasal 82

(1) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang- %ndangari yang berlaku,
Kepala BKN dibantu oleh seorang Wakil chéla

(2) Kepala BIN, Kepala LIPI, dan Kepala E,EMHANNAS dapat
dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

(3) Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam:ayat (1) dan ayat (2)
mempunyaj tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas
memimpin LPND. :

Bagian ...
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Bagian Ketiga
Sekretariat Utama

" Pasal 83

(1} Sckretariat Utama adalah unsur pembaniu pirﬁpinan LPND yung
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepaly.

(2} Sekretariat Utama diptimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 84
Sckretariann Utama mempunyai  tugas mengkoordinasikan perencanaan,
pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan
sumber dava dj lingkungan LPND.

Pasal 8§

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diméksud dalam Pasa| 84,

Sckretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

4. pengkoordinasian, sinkronisasi, dap integrasi di lingkungan LPND;

b. pengkoordinasian perencanaan dan perumu}san kebijakan teknis
LPND;

¢. pembinaan dan pelayanan adminjstras; ketatausahaan, organisasi dan
tata  laksana, Kepegawajan, keuangan, kearsipan, persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga LPND;

d. pembinaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan
di lingkungan LPND sepanjang tidak dilakukan oleh unit lain dj
lingkungan LPND;

€. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan tugas LPND; ) |

f. peng}ﬁoordinasian dalam penyusunpan laporan LPND,

' Pasal 86 ...
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Pasal 86

(1) Sekretariat Utama terdiri darj sejumlah Birs,

(2) Biro terdiri dari sejumlah Bagnan dan scﬁap Bagian dapat terdm

dari sejumlah Subbaglan

Bagian Keempat
Deputi

Pasal 87

(1) Deputi adalah unsur pelaksana LPND yawg berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala.

(2) Deputi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 88

Deputi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di

bidang tertentu.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaE;:sud dalam Pasal 88,

Deputi menyelenggarakan fungsi :

@, perumusan kebijakan eknis pelaksanaan, pembcmn bimbingun dan

pembinaan sesuai dengan bidang tugusnya;

h. pengendalian twerhadap  kebijukan  teknis  sesuai dengan  biduny
lupasnva:
v pelaksanaan wgas sesuai denpan kcbijakan?yang ditetapkan oleh

Kepala,

Pasal 90 ...



(1)

(R3]

FRESIDEN
REPUBLIK INDOMNESIA

- 51 -

Pasal 90
Deputi terdiri dari Direktorat dan/atau Pusat.

Pusat dapat terdiri darj sejumlah Bidang, dan masing—maéihg

Bidang dapat terdiri darj Subbidang,

Berdasarkan pertimbangan lokasi dan beban kerja di lingkungan

Pusat dapat dibenwk 1 (satu) Bagian Tata Usaha vang terdiri dari

sejumlah Subbagian.

Direktorat dapat terdiri darj sejumlah Subdirektorat dan masing-

masing Subdirektorat dapat terdiri dari sejumlah Seksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, secara administrasi Deputi

dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama,

Bagian Kelima

Unit Pengawasan
Pasal 91

Dilingkungan LPND dapat dibentuk  unit pengawusan  yang
melaksanahan tugas pengawasan fungsional yang berada dJj hawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala,

Unit pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapa

berbentuk Inspekiorat Utama atay Inspekiorat.

Apabila  objek  pengawasan fungsional pada LPND yang
bersangkuwn relatif kecil, maka ptiaksanaan pengawasan fungsional
dilakukan langsung oieh BPKP atau lembaga fungsional eksternal

fuin. yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat Utama LPND

yang bersangkutan.

Pasal 92 ...
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Pasal 92

Umit Pengawasan mempunyal  tugas mekaksanakan pengawasun

tongsinal i iingkungah LPND.

Pasal 93

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasa) 92, Unit

Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
4. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional:

b pelaksanaan  pengawasan fungsional sesiaj dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;:

¢. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama atau Inspektorat,

Pasal 94

(1) Inspektorat Utama terdiri dari sejumlah Ins*:)ektorat dan Kelompok

Jabatan Fungsional.

(2) Inspekiorat Utama dapat dibantu oleh | Z{’satu) Subbagian Tata

Usaha.

Pasal 95

(1) Inspektorat yang berada di bawah Kepala terdiri dari Kelompok

Jabatan Fungsional.

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu

oleh 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

Bagian ...
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Bagian Keenam

Lain-lain
Pasal 96

(1) Apabila dipandang perlu, di lingkungan LPND dapat dibentuk Pusat

sebagal unsur penvnjang tugas pokok lembaga,

(2) Pusat dipimpin cleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 97

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dapat terdiri dari

sejumiah Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha.

\2) Pusat dapat membawahkan kelompok jabatan fungsional sesuaj bidang

tugasnya.

Pasal 98

(1) Di lingkungan LPND secara selektif dapat ditetapkan Unit Pelaksana
Teknis sebagai pelaksana tugas teknis penunjang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Pedoman Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 99 ...
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Pasal 99
(1) Fungsi perumusan kebijakan dilaksanakan éleh Direktorat.

(2) Fungsi penelitian dan pengkajian di]aksanaijcan oleh Pusat.

Pasal 100

- Di lingkungan unit organ15a31 LPND dapat dnempkan Jjabatan fungsional

lertentuy,

Pasal 101

Apabilie dipandang perlu, LPNTY dapat mcmhémuk Komisi‘Kelompok
Kerja mon struktural  sesuai dengan k&.hululuﬂ yang pelaksanaanny o
ditakukan  dengan  memperhatikan ketentuap - ; peraturan perundang-

undungan vang berlaku.

Pasal 102

Jumlah unit organisasi di lingkungan LPND dnsusun berdasarkan analisis

orgamsasi dan beban kerja.

Pasal 103

(1) Unit Organisasi untuk jabatan struktural Eselon I pada masing-
masing LPND ditetapkan oleh Presiden atz;s usul Kepala LPND
vang bersangkutan setelah mendapat perngﬂbangan tertulis dari
Muenteri yang bertanggung jawab di b%dang pendayagunaan

aparatur negara.,

(2) Unit ...
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Unit Organisasi untuk jabalan struktural ‘eselon IJ ke bawah pada
masing-masing LPND ditetapkan oleh Kepala LPND yang
bersangkutan setelah mendapa-t -pertimbangan dan persetujuan
tertlis  dari Menteri  yang bertanggung jawab dj bidang

pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 104

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan taa kerja LPND
ditetapkan oleh Kepala LPND yang bersangkutan setelah terlebih
dahulu mendapat pertimbangan dan persetujuan tertulis darj
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur

negara,

Kepala LPND menyampaikan tembusan Keputusan Kepala LPND
tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) kepada Presiden dan Menteri yang bertanggung jawab di
bidang pendayaguriaan aparatur negara,

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicabut apabila
terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Penyimpangan terhadap ketentwan sebagaimana dimaksud dalam

ayal (3), berakibat pada pembatalan anggaran dan hak-hak

Kepepawaian,

BAB I ...
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BAB Il
TATA KERJA

Pasal 105

Kepala LPND menyampaikan laporan, sarar;, dan pernmbangan di

bidang tugas dan tanggung jawabnya kepada Prcmden melaluj Menteri '

yang mengkoordinasikannya.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing:- LPND dikoordinasikan

oleh Menteri, yang meliputi :

d.

b.

i

h.

Menteri Dalam Negeri bagi BPN:

Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG dan LEMHANNAS
Menteri Perindustrian dan Perdagangan bag§ BKPM;
Menteri Pertanian bagi BULOG;

Menieri Kesehatan bagi BPOM dan BKKBN:

Menteri Pendidikan Nasional bapi PERPUSI’?IAS; |

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nt‘):,drﬂ bagi LAN, BKN.
BPRY. dan ANRI;

Mentent Negara Lingkungan Hidup bapi BAE;’ED.-\I.:

Menteri Negara Riset dan Teknologi bapi LIPI, LAPAN, BPPT,
BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL, ¢an BSN:

J. Menteri ..
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b Memeri Negara Perencanaan Pembangunan  Nisional ity
BAPPENAS dun BPS;

Ko Menteni Negara Komunikasi dun Informasi bagi LIN;

Lo Menteri Negara Kebudayaun dun Pariwisatw bagi BP BUDPAR.

Pasal 107

LLPND dan semua unsur LPND dalam melaksanakan tugas masing-
masing  wajib menerapkan secara intensif prinsip- prinsip koordmas:

nlegrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan ‘instansi masing-masing

matpun dalam hubungan antar LPND dan/atau instansi lain.

BAB 1V

REPANGKATAN, PENGANGKA'I'AN, DAN
PEMBERHENTIAN

Pasal 108

1) Kepala LPND yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil adalah

labatan eselon Ia.

(2)  Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama

adalah jabatan eselon Ia.

(3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Unit |

lain adalah jabatan eselon I1a.

{4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepaia Bidang adalah

Jabatan eselon I11a.

(5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala adalzah Jjabatan eselon JVa.

Pasal 109 ..,
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Pasal 109 ’
(1) Kepala LPND diangkat dan diberhentikan é’)!eh Presiden.

(2) Wakil Kepala, Sekretaris  Utama dan Deputi dlangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usul chala

<13} Pejabat esclon I ke bawah dj lmgkungan LPND diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala LPND yang bcr&angkutan.

Pasal 110

Pelantkan  Kepala LPND  dilakukan: oleh  Menteri ' yang
mengkoordinasikannya berdasarkan - pendelegasian wewenang  dari

Presiden.

BAB V
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAK
Pasal 111

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawalan keuangan,

kearsipan, persandian, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-
lain di lingkungan LPND dtselenggarakar oleh LPND yang

bersangkutan.

Pasal 112 ..,
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Pasal 112

Hak keuangan, 'adminislralif‘ dan fasilitas-fasilitas lain bagi Kepala
LPND diberikan setingkat dengan jabatan Eselon Ia.

Segala pembiayaan yang diperiukan untuk pelaksanaan twgas LPND

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Scegala  pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas>
BULOG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara  dan sumber dana ‘Iu-innya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berluku sumpai dengan selesainya proses
pengalihan kelembagaan BULOG menjudi Badan  Usaha Milik

Nugara,

BAB Vi
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 113

Mengingat kedudukan dan sifat tugasnya, Kepala BIN dibantu oleh
Stat” Ahli. |
Stal” Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dj bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala BIN.

Stal Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuaj bidang

tugasnya.

(4) Staf ...
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Staf " Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Jabatan

eselon b,

Stal’ Ahli sebapaimana d:makeud dalam ayat (1) diangkat dan

diberhentikan oleh Presiden atas usyl Kepm‘ia

Pasal 114

Schagian tugss pemerintahan yang d:ldkscmakan oleh BPS, dalam
bidang Kkegiatan statistik dasar di dacrah berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang statistik, tetap dilaksanakan oleh
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

vanyg herlaku.,

Schagian tugas pemerintahan yang dilaksa?ﬁakan oleh BKKBN di

dacrah tetap dilaksanakan oleh Pemerintal??i, dan secara bertahap

sesuai dengan kebutuhan dialihkan kepac%a Pemerintah Daerah
sesuai dengan  Ketentuan peraturan pcmndang -undangan yang

berluku selambat- -lambatnya sampai dengan ’%1 Desember 2003,
_*'-_—‘_-.

Scbagian tugas pemerintahan yang dlIaks:;nakan oleh BPKP dj
daerah  tetap dilaksanakan oleh Pemeﬁintah dalam rangka
melaksanakan pengawasan terhadap pcnycleﬂggaraan pemerintahan
di daerah yang kewenangannya masih me},_ekat pada Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan pem%dang-undangan yang

berlaku,

(4) Sebagian ...
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Sebagian tugas pemerintahan yang dilqksaﬁakan oleh BKN dj
daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka
melaksanakan administrasi dan manajemen kepegawaian negara
vang kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuaj

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BéjLOG di
daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah  sampai deng:a'n
selesainya proses pengalihan kelembagaan By_l;(_)G menjadi Badan
Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 31 Mei 2003,

Sebagian ‘tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPN di
daerah tetap dilaksanakan oleh_ Pemerintah sampaj dengan
ditetapkannya seluruh peraturan perundang-undangan dj bidang

pertanahan, selambat-lambatnya 31 Mei 2003.

Pasal 115

Kepala LPND adalah jabatan negeri.

Apubila dipandang perlu, unwk Kepala LPND tertentu dapat
dijabut oleh bukan pegawai negeri.

Retenwan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan Kepala LPND
tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Presiden.

Pasal 116 ...
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Pasal 116

[——

Jumlah unit organisasi di lingkungan LPND dxsixsun berdasarkan analisis

organisasi dan beban kerja.

BAB vVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117 , ‘

(1) Keputusan Kepala LPND tentang Organisaéi dan Tata Kerja LPND
vang tidak bertentangan dengan chutusan .Premden ini, dmyatakan
tetap berlaku, :

(2) Penyesuaian Orgamsam dan Tata Kerja pada BP BUDPAR
berdasarkan Keputusan Presiden ini d:laksanakan selambat-
kunbatnya dalam jangka wakt 1 (samu) bu!an sejak ditetapkannya

Keputusan Presiden inj,

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 118
Dengan berlakunys Keputusan Presiden ini, ma}éﬁa Keputusan Presiden
Nomor 166 Tahun 2000 tentang Keduduk:an Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
~Non  Departemen sebagaimana telah beberapa : kali diubah - terakhxr

dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 dinyatakan tidak

herfaku,

Pasal 119 ...
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Pasal 119

Keputusan Presiden inj mulai berlaku pada langgal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

st

CRRETORIAT KABINET R}

Peraturan




